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Berdasarkan UUD 1945 Indonesia adalah Negara K esatuan yang berbentuk Republik yang artinya adalah
ketika negaraini diproklamasikan bentuknya adal ah suatu kesatuan utuh negara yang kemudian wilayahnya
dibagi-bagi menjadi daerah-daerah. Pembagian daerah-daerah tersebut didasarkan pada suatu undang-
undang tertentu yang disebut undang-undang tentang pembentukan Daerah. Pembentukan daerah tersebut
disertai dengan penyerahan kewenangan pangkal dan kemudian kewenangan tambahan pasca pembentukan
daerah otonom.

Penyerahan kewenangan tersebut lazim disebut dengan desentralisasi. Penyerahan kewewenangan tersebut
pada kenyataannya selamaini (sebelum UU 22 Tahun 1999) sangat sulit untuk dilakukan secara penuh,
karena yang terjadi adalah pelaksanaan pemerintahan yang tersentralisasi. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999
dan UU No. 25 Tahun 1999 mulai memberikan harapan kepada Daerah untuk merencanakan, menggali,
menata dan mengelola kembali daerahnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat hukum di
daerahnya.

Urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pemerintahan teknis yang menemui sejumlah hambatan
pada proses pel aksanaan pasca undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Pada undang-undang tersebut
urusan kehutanan terbagi kedalam beberapa pengaturan, yaitu bila termasuk kelompok sumber daya alam
dan konservasi, Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pendayagunaan, tetapi bila masuk kedalam
kelompok sumber daya nasional, maka Daerah berwenang mengelolanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mencoba menjawab Bagaimanakah Persepsi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota terhadap pembagian
kewenangan urusan kehutanan dilihat dari pelaku, tujuan dan strategi. Kemudian bagaimanakah pembagian
kewenangan urusan kehutanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/K ota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir Apakah
pembagian kewenangan urusan kehutanan tersebut akan berdampak pada revealed comparative advantage
(RCA) kehutanan di Sumatera Selatan.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, dipergunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan cara
mencari perseps ahli menggunakan kuesioner. Pertanyaan kedua dijawab dengan mempergunakan content
analysis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembagian kewenangan
urusan kehutanan. Terakhir, dipergunakan analisa potensi perekonomian dengan cara menghitung RCA
terhadap total ekspor pertanian dan RCA terhadap total ekspor kehutanan bagi Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan analisis tersebut didapatkan jawaban pelaku adalah Pemerintah Daerah, kemudian tujuan
adalah mengefektifkan pelaksanaan kebijakan hutan nasional dan dengan strategi penetapan. Kriteria dan
standar yang jelas bagi pelaksanaan pemerintahan urusan kehutanan pada Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/K ota. Pemerintah Pusat berwenang pada pengel olaan dan pemanfaatan hutan pads tataran
kebijakan dan juga pel aksanaan terutama bagi kawasan yang lintas Provinsi. Pemerintah Provinsi memiliki


https://lib.ui.ac.id/detail?id=72215&lokasi=lokal

kewenangan pengelolaan dan sebagian pemanfaatan hutan, terutama yang melintas kabupaten/K ota dan
Pemerintah Kabupaten/K ota memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih bersifat
lokalitas terhadap kawasan yang berada pada K abupaten/K ota.

Terakhir, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki peluang untuk meningkatkan RCA.
Sebagai dasarnya adalah luas sisa hutan secara de jure 41,61% dan kebijakan nasional untuk melarang
ekspor kayu gelondongan dan bahan baku serpih akan kembali mendorong peningkatan produksi produk
kayu di Daerah dan nilai tambah dari kayu terutama untuk ekspor.



